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MATRIKS PERBANDINGAN 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN 

HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA 

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 57 TAHUN 2020 

TENTANG STANDAR BELANJA OPERASIONAL DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 

Tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 

Tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jawa Tengah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR JAWA TENGAH, GUBERNUR JAWA TENGAH, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan 

dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah 

pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan honorarium, perlu 

ditetapkan standarisasi belanja honorarium; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala 

Daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standard harga 

satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, 

kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 

berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan 

dan pelaksanaan penganggaran pada Badan Layanan Umum Daerah 

pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan belanja operasional 

dan honorarium, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan 

Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 

tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan, sehingga perlu diubah; 
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Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Jawa Tengah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan 

berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 

2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah; 

Mengingat: 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 

1950 Halaman 86-92); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Mengingat: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945;  

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 

6856);Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
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Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 57); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standardisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana 

Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil 

Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 811); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);  

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213);  

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 63); 

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 

Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang 

Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1213); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa 

Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020 Nomor 57); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG 

STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR 



  

Matriks Perbandingan Perundang-undangan UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/Titik Sukmawati 5 

 

UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA 

DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

BELANJA OPERASIONAL DAN HONORARIUM 

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH 

SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. 

 Pasal I 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 

2020 tentang Standar Belanja Operasional Dan Honorarium Pada Badan 

Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit 

Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.  

3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini yang 

dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas.  

4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang 

BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari 

ketentuan yang berlaku umum.  

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD 

adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa 

Tengah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 

jalan , dan rawat darurat.  
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6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah 

Rumah Sakit Jiwa Daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat 

untuk pencegahan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa serta 

pelayanan kesehatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium 

pada BLUD RSUD dan RSJD.  

(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. RSUD Dr. Moewardi;  

b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;  

c. RSUD Tugurejo;dan  

d. RSUD Kelet.  

(3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:  

a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;  

b. RSJD Surakarta;dan  

c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.  

(4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 2 

(1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standarisasi honorarium 

pada BLUD RSUD dan RSJD.  

(2) RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. RSUD Dr. Moewardi;  

b. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;  

c. RSUD dr. Adhyatma, MPH; dan  

d. RSUD Dr. Rehatta. 

(3) RSJD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;  

b. RSJD Dr. Arif Zainudin; dan  

c. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi.  

(4) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini 

Pasal 3 

(1) Standarisasi Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 

(1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja BLUD.  

(2) Dalam perencanaan anggaran, standarisasi honorarium 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:  

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran;  

b. Referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan  
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c. Bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan 

belanja BLUD. 

(3) Dalam pelaksanaan anggaran, standarisasi honorarium 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:  

a. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan; dan  

b. Estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang 

dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya 

kenaikan harga pasar.  

(4) Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a termasuk 

pembayaran pajak-pajak sesuai ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

   pada tanggal 29 Desember 2020 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

GANJAR PRANOWO 

Ditetapkan di Semarang 

   pada tanggal 29 Januari 2024 

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ttd 

NANA SUDJANA 

Diundangkan di Semarang 

   pada tanggal 29 Desember 2020 

Diundangkan di Semarang 

   pada tanggal 29 Januari 2024 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH, 

ttd 

PRASETYO ARIWIBOWO 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TENGAH, 

ttd 

SUMARNO  

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
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TAHUN 2020 NOMOR 57 TAHUN 2024 NOMOR 3 

 LAMPIRAN 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR: 3 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 

NOMOR 57 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI BELANJA 

OPERASIONAL DAN HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 STANDARISASI HONORARIUM PADA BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN 

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

 Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH 

Ttd 

NANA SUDJANA 

 

 


